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Abstract 
 
 The visit visa exemption policy is carried out in order to release the boundaries 
of the country's territory in order to facilitate the mobility of people from one country to 
another, unfortunately many pros and cons that occur regarding the visit visa 
exemption policy. From an economic perspective that sees this policy as able to increase 
state income in the form of foreign exchange, a welfare perspective which says that this 
policy can reduce unemployment along with the expansion of employment from foreign 
investors, to a security perspective that sees how little Indonesian security is to realize 
this policy. The concern is that the policy has not yet been evaluated, so the author will 
review this visit visa exemption policy with various public policy theories. 
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A. PENDAHULUAN  
Indonesia merupakan negara yang telah merdeka selama 73 tahun, yang 
berarti Indonesia telah melewati berbagai masa suka dan duka kenegaraan, 
seperti melewati pasca-kemerdekaan dengan berbagai polemik yang ada, 
pergantian rezim kepemerintahan, naik-turunnya perekonomian Indonesia, 
hingga polemik hubungan internasional.  
Kebijakan demi kebijakan telah dirancang dan dilaksanakan oleh 
pemerintah Indonesia bersama seluruh elemen masyarakat demi menciptakan 
negara yang lebih baik. Kebijakan sangat diperlukan mengingat hal tersebut 
merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi, dalam hal ini 
organisasi adalah negara, sebab segala keadaan di negara tersebut dapat 
digambarkan, dipetakan, dan dianalisis melalui kebijakan-kebijakan yang ada 
pada negara tersebut (Saelli, 2018).  
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Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia pun 
beragam, mulai dari kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan 
masyarakat dari segi finansial, kebijakan politik untuk mengatur para elit 
berserta kepentingannya, hingga kebijakan luar negeri untuk meningkatkan 
eksistensi Indonesia kepada negara-negara luar. 
Di mata negara luar, Indonesia dikenal sebagai negara dengan urutan 
populasi terpadat keempat di dunia dan Gross Domestic Product (GDP) telah 
mengalami peningkatan, serta dari sisi demokrasi yang telah membaik setelah 
kepemimpinan Soeharto lengser (Global Security, 2018). Indonesia juga 
senantiasa hadir dalam forum internasional, seperti ikut serta dalam 
Perserikatan Bangsa-bangsa, aktif dalam perekonomian ekspor-impor dengan 
berbagai negara, bahkan menjalin kerja sama dengan berbagai negara yang 
bukan hanya ada di lingkup Asia Tenggara. Dalam hal ini, kebijaksanaan elit 
pemerintah Indonesia dibutuhkan untuk mencanangkan sebuah kebijakan 
berbau internasional untuk memudahkan kerja sama Indonesia dengan negara 
lain menjadi semakin baik ke depannya, salah satunya, pada 2016 silam, 
Indonesia mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan yang tertuang dalam 
Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 memiliki tujuan untuk meningkatkan 
angka turis asing yang ditargetkan akan mencapai angka 20 juta turis pada 
tahun 2019 mendatang, menurut pemaparan Presiden Indonesia, Joko Widodo, 
yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Sapiie 
dan Ramadhai, 2016).  
Tidak semua masyarakat Indonesia setuju dengan kebijakan 
pembebasan visa kunjungan ini, justru banyak muncul dari dalam tubuh elit 
sendiri, seperti DPR RI yang berpendapat bahwa lebih banyak kerugian yang 
muncul dibandingkan keuntungan bila kebijakan ini dilaksanakan, seperti 
ancaman dari segi keamanan, terorisme dan perdangan bebas, karena 
Indonesia belum memiliki mekanisme keamanan yang mumpuni (Nugroho, 
2016). 
ARTIKEL 
 
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 Tahun 2019 51 
 
Dari perihal perdebatan yang telah dipaparkan secara singkat di atas, 
penulis menarik kesimpulan sementara bahwa evaluasi sangat penting karena 
hal tersebut menyangkut penilaian yang substasial mengenai dampak dan 
target dari berbagai perspektif (Anderson, 2006) Selain itu, penulis juga akan 
menelaah hal-hal penting yang menjadi perdebatan terkait kebijakan 
pembebasan visa kunjungan, serta menambahkan argument pribadi penulis 
yang tentunya dengan landasan teori kebijakan publik. 
 
B. METODOLOGI PENELITIAN 
 Pengkajian sederhana yang akan dituangkan penulis dalam artikel 
ilmiah ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana 
penulis mencari data-data dari berbagai sumber terpercaya, yang selanjutnya 
dituangkan dalam artikel ilmiah ini secara runut.  
 
C. Hasil DAN PEMBAHASAN 
 Dokumen penting yang wajib dibawa ketika berpergian ke luar negeri 
adalah paspor, akan tetapi paspor hanya sebatas tanda pengenal yang 
mencakup data-data pribadi, yang selanjutnya harus ditunjukkan di bandara 
atau di pelabuhan tujuan. Izin memasuki suatu negara tidak terdapat dalam 
paspor, tetapi dalam visa karena visa merupakan dokumen resmi tanda izin 
kita memasuki wilayah negara tersebut (Passport Index, 2018). Sementara 
kebijakan bebas visa sendiri memiliki arti negara yang akan dikunjungi tidak 
memerlukan visa sebagai tanda resmi kunjungan. Dengan kata lain, dalam hal 
ini Indonesia memberlakukan kebijakan dimana warga negara asing tidak 
membutuhkan visa untuk dapat masuk ke negara Indonesia. 
Kebijakan yang telah menghasilkan pembebasan visa untuk 169 negara 
ini diklaim oleh pemerintah Indonesia, Joko Widodo bersama Jusuf Kala selaku 
presiden-wakil presiden Republik Indonesia bersama Retno Marsudi selaku 
Menteri Luar Negeri Indonesia, bahwa akan meraup banyak keuntungan di 
bidang ekonomi, pariwisata, budaya, bahkan diklaim dapat meningkatkan 
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kesejahteraan masyarakat (Indonesia Investments, 2016). Peraturan Presiden 
nomor 21 tahun 2016 dan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 17 
tahun 2016 merupakan instrumen peraturan terkait perancangan dan 
implementasi kebijakan pembebasan visa kunjungan. Peraturan semacam ini 
bukanlah yang pertama kali dikeluarkan di Indonesia, pada 2015 silam dua kali 
dikeluarkan Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2015 untuk membukakan 
bebas visa pada 45 negara luar yang kemudian diperbanyak menjadi 90 negara 
oleh Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2015 (Dirjem Imigrasi 
Kemenkumham, 2016).  
Salah satu argumen yang paling sering muncul dari pemerintah 
Indonesia terkait kebijakan ini ialah dapat meningkatkan pendapatan negara 
serta memperkenalkan Indonesia pada negara luar. Lebih dari itu, pemerintah 
Indonesia juga berpikir bahwa hal ini akan mempermudah warga asing yang 
akan melakukan kunjungan keluarga, mempermudah pelajar asing untuk 
menimba ilmu di negara kepulauan terbesar ini (Indonesian Investments, 2016).  
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang banyak argumen kontra 
bahkan mengusung mosi tidak percaya terhadap kebijakan yang dinilai lebih 
memiliki dampak merugikan daripada keuntungan bagi Indonesia, seperti 
persoalan terkait pengembangan bidang pariwisata, para anggota DPR 
berpendapat, bila pembebasan visa ini akan mubazir bila tidak ada promosi 
terkait destinasi yang ada di Indonesia (Priherdityo, 2017).  
Ancaman selanjutnya yang ditakutkan oleh DPR adalah mengenai 
keamanan negara yang selanjutnya akan berdampak pada aspek politik bangsa, 
hingga ketakutan ejekan “negara murah” akan disematkan pada Indonesia 
karena Indonesia terkesan memperbolehkan siapapun masuk ke negaranya 
(Mursid, 2018). Maka dari itu, banyak pihak yang menyarankan agar kebijakan 
ini selanjutnya agar selanjutnya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan 
dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori evaluasi kebijakan publik win-win 
solution milik Stuart S. Nagel (2002),  yang menghendaki bahwa setiap 
kebijakan wajib mengalami tahap evaluasi agar dapat diketahui dimana 
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kecacatan dan kegagalan kebijakan tersebut sehingga dapat menguntungkan 
pihak manapun.  
Selanjutnya penulis akan membagi analisis berdasarkan bidang-bidang 
yang diperdebatkan oleh sisi pro maupun kontra dalam kebijakan ini; ekonomi 
dan pariwisata, keamanan, serta pandangan masyarakat Indonesia terhadap 
kebijakan ini, sebab masyarakat memegang peranan penting dalam sebuah 
tahap proses kebijakan. 
Tujuan awal pemerintah mencanangkan kebijakan ini agar pendapatan 
negara bertambah, terutama melalui devisa asing yang masuk dan 
diakumulasikan ke dalam GDP. Didapatkan data bahwa negara telah 
kehilangan 1,3 triliun dalam kurun waktu satu tahun setelah ditetapkannya 
kebijakan tersebut. Pembangunan lapas dan rumah tahanan cukup membuang 
anggaran yang banyak meskipun Kementerian Pariwisata memperoleh 
prestasi, bahwasanya angka turis yang berkunjung ke Indonesia mengalami 
progress. Untuk hal ini, Menteri Hukum dan HAM RI meminta pihak eksekutif 
lainnya untuk membereskan permasalahan terkait RUU Anti Terorisme dan 
RUU Narkotika terlebih dahulu, karena ancaman keamanan juga berpengaruh 
dalam hal ini (Maharani, 2018). 
Data lain yang didapat dari Global Indonesia Voice kerap menyebutkan 
bahwa angka pendapatan Indonesia mengalami penurunan dalam periode 
Januari hingga November 2016 sebesar 72.1 juta USD atau setara dengan 1 
miliyah rupiah (Berlinawati, 2016). Penulis dapat menyimpulkan bahwa dari 
data yang didapat, argumen pemerintah bahwasanya kebijakan pembebasan 
visa kunjungan ini dapat memberi ruang bagi peningkatan perekonomian 
negeri, dapat dibantahkan dengan data yang ada. Kabar baik dari bidang 
pariwisata, bahwa dikabarkan pada Juli 2018 silam, angka wisatawan asing 
meningkat dibandingkan dengan tahun lalu dengan tujuan terbanyak ke Bali—
padahal sebelumnya ditakutkan erupsi Gunung Agung berdampak pada 
penurunan jumlah wisatawan asing (Jonata, 2018). Good News From Indonesia 
mengklaim bahwa kebijakan pembebasan visa menjadi salah satu trik 
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pemerintah untuk mendatangkan turis asing. Hal ini terbukti dari sensus yang 
dilakukan oleh tim Good News From Indonesia di Bandara I Gusti Ngurah Rai, 
Bali, dan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, sebagai dua bandara yang 
menyumbang angka wisatawan asing terbesar se-Indonesia (Dzulfiqar, 2018). 
Dari dua aspek pertama yang berusaha dikaji oleh penulis, aspek 
ekonomi menunjukkan bukti negatif, sementara aspek pariwisata menunjukkan 
bukti positif implementasi kebijakan pembebasan visa kunjungan. Penulis 
dalam hal ini merasa pemerintah pusat belum mengkaji ulang kebijakan ini, 
justru kebijakan yang belum matang ini terkesan layaknya “proyekan” semata. 
Dapat dilihat kejanggalan dari dua aspek yang telah dipaparkan, ketika 
wisatawan asing banyak berkunjung ke Indonesia, semestinya hal tersebut 
dibarengi dengan pemasukan Indonesia yang juga melonjak. Ironinya, hal 
tersebut tidak terjadi di Indonesia, malah keduanya menjadi hal yang 
kontradiktif. 
Banyaknya kartu tanda pengenal palsu milik warga asing, serta 
maraknya pekerja illegal asing yang masuk ke Indonesia menjadi tanda bahwa 
sekuritas negara dalam hal ini masih jauh dari kata sempurna (Ashari, 2016). 
Menurut Asrul Rani sebagai anggota Komisi III DPR RI, kebijakan pembebasan 
visa kunjungan yang ada mengganggu keamanan dan kenyamanan nasional 
karena banyak warga negara asing yang menyalahgunakan pembebasan visa 
tersebut, seperti banyaknya pekerja illegal. Hal ini diklaim anggota Komisi III 
DPR RI tersebut bahwa pemerintah belum memiliki mekanisme keamanan 
yang mumpuni sebelum menetapkan kebijakan tersebut (Puspita, 2017). Kasus 
permasalahan tersebut mengingatkan penulis pada konsep implementasi yang 
dinamakan cascade implementation, dimana si inisiator kebijakan, setidaknya 
harus menyiapkan hal-hal penting terkait isu yang akan ia angkat sehingga 
selanjutnya naik tingkat menjadi kebijakan yang dapat diimplementasikan 
dengan baik (Westhuisen dan Basson, 2011). 
Kebanyakan dari masyarakat Indonesia yang diwawancarai oleh Media 
Indonesia menyatakan persetujuannya terkait kebijakan pembebasan visa. 
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Masyarakat beranggapan bahwa pembebasan visa dapat mengarahkan warga 
negara asing dengan mudah mengunjungi Indonesia, sehingga pendapatan 
Indonesia semakin bertambah dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat 
sendiri. Penulis menilai bahwa dalam kasus ini, masyarakat terlalu dibutakan 
oleh media mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik proses perumusan 
kebijakan. Masyarakat kurang memahami apa yang terjadi dibalik layar karena 
masyarakat terus menerima apa yang disuapi oleh media dan tidak mengkaji 
ulang sendiri mengenai apa yang hangat diperbincangkan oleh media. Hal ini 
sejalan dengan teori agenda setting milik Stephen W. Littlejohn dan Karen Foss 
(2010), bahwa media memiliki kemampuan untuk menghasut masyarakat 
melihat hal yang tampak dipermukaan semata. Kasus ini memiliki keterkaitan 
dengan teori partisipasi politik milik Samuel P. Huntington (1977), bahwasanya 
partisipasi politik Indonesia baru memasuki tahapan pertama dari teori 
partisipasi politik, yakni teori subjek, yang mana masyarakat Indonesia hanya 
melihat berita yang beredar dari permukaannya saja, tanpa menelaah lebih 
lanjut. 
Berkenaan dengan teori implementasi kebijakan publik yang akan 
penulis gunakan, melihat kesulitan implementasi kebijakan publik yang telah 
dipaparkan oleh  Eugene Badrach (2012), bahwasanya ketika melukiskan 
rancangan kebijakan publik memang mudah dan mengenakkan untuk 
didengar, namun yang menjadikan hal tersebut sulit adalah tidak semua pihak 
dapat terpuaskan dengan kebijakan yang ada. Hal ini sejalan dengan studi 
kasus yang diangkat pada artikel ilmiah ini; kebijakan pembebasan visa 
menoreh pro dan kontra, terutama dari tubuh elit negara sendiri, karena pada 
pihak DPR RI merasa kebijakan ini tidak membawa keuntungan yang 
signifikan, padahal DPR RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas 
untuk mengesahkan undang-undang, seharusnya telah menelaah terlebih 
dahulu undang-undang yang akan dikeluarkan. Justru dalam hal ini, DPR RI di 
kemudian hari, saat ini lebih banyak menyatakan kontra terhadap kebijakan 
yang ada.  
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Berangkat dari hal tersebut, teori implementasi kebijakan publik model  
Ripley dan Franklin (1982), menyatakan bahwa ada tiga hal yang harus 
diperhatikan untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah kebijakan. Hal 
pertama, yakni tingkat kepatuhan pada peraturan yang berlaku; dalam hal ini 
peraturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 dan 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2016 yang mengatur 
mengenai pembebasan visa kunjungan warga asing ke Indonesia, dengan 
ketentuan 169 negara terlampir. Kedua peraturan terkait telah dipatuhi dan 
kebijakan juga sejalan dengan segala ketentuan yang berlaku didalamnya 
(Dirjen Imigrasi Kemenkumham, 2016).  
Maka dapat disimpulkan bahwa syarat pertama berdasarkan model 
Ripley dan Franklin telah terpenuhi oleh kebijakan pembebasan visa 
kunjungan. Hal yang kedua adalah lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi yang 
didasari oleh kajian fungsi dan ketidakadaan masalah yang dihadapi, namun 
realitanya, kebijakan pembebasan visa kunjungan ini menoreh banyak masalah, 
seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, misalnya banyak warga asing yang 
menyalahgunakan pembebasan visa ini dengan menyelundup menjadi pekerja 
ilegal, kartu pengenal palsu milik warga asing, pelaku terorisme yang kian 
marak, hingga perdagangan bebas.  
Maka poin kedua tidak dapat dipenuhi oleh kebijakan yang menjadi 
studi kasus penulis kali ini sebab masih didapati banyak masalah vital. Yang 
terakhir, terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dengan cara 
berkaca pada dampak dan manfaat yang diwujudkan dari kebijakan yang ada. 
Dilansir dari kajian yang dilakukan oleh tirto.id, manfaat yang didapat dari 
kebijakan semacam ini sebenarnya sangat beragam, mulai dari pendapatan 
negara yang bertambah, meningkatkan eksistensi negara terutama melalui 
bidang pariwisata, hingga dampak jangka panjang juga dapat dirasakan, 
seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zuhra, 2016).  
Kebijakan yang sama telah diimplementasikan di berbagai negara maju, 
seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, berhasil 
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membuktikan manfaat dari adanya kebijakan ini, bahkan negara berkembang 
seperti India juga berhasil menerapkan kebijakan pembebasan visa. Yang 
menjadi perhatian adalah Indonesia memang belum memiliki mekanisme 
sekuritas yang memadahi untuk berjalannya kebijakan pembebasan visa 
kunjungan secara maksimal, sebab tak dapat dipungkiri bahwa ancaman 
keamanan pasti akan datang. 
Dari pengkajian implementasi yang ada, didapati banyak kecacatan dari 
implementasi kebijakan pembebasan visa kunjungan, maka hal ini merujuk 
pada tahapan kebijakan publik selanjutnya, yakni evaluasi. Tahap evaluasi 
senantiasa dibutuhkan terutama bila ditemukan banyak kegagalan dari 
implementasi kebijakan publik yang ada (Dunn, 2003). Banyak pihak kontra 
yang setuju kebijakan ini dievaluasi, namun sampai hari ini belum ditemui 
iktiat baik dari pemerintah dalam rangka mengadakan evaluasi yang 
diharapkan. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia hanya 
mengatakan janji untuk mengadakan evaluasi terkait kebijakannya yang 
dikeluarkan melalui Perpres dan Permenhukam pada 2016 silam, tetapi hingga 
akhir masa kepengurusannya saat ini pun evaluasi tak kunjung dilakukan 
(Arifin, 2016). Maka dalam hal evaluasi, penulis belum bisa memberikan 
pengkajian kebijakan tersebut. Penulis hanya sangat menyayangkan evaluasi 
yang tak kunjung dilakukan karena evaluasi kebijakan publik sejatinya 
memiliki peranan besar untuk membenahi kecacatan dari sebuah kebijakan. 
 
D. KESIMPULAN 
 Kebijakan pembebasan visa kunjungan yang dikeluarkan melalui 
Perpres No. 21 tahun 2016 dan Permenkuham No. 17 tahun 2016 bukan yang 
pertama kali dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, karena pada 
tahun 2015 sempat dicanangkan kebijakan serupa. Kebijakan ini diharapkan 
pemerintah mampu meningkatkan pendapatan negara dengan pemasukan 
devisa asing, meningkatkan eksistensi pariwisata dalam negeri, dan manfaat 
lainnya diragukan bahkan dibantah oleh DPR RI, dimana kebijakan tersebut 
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lebih menghasilkan dampak negatif. Atas dasar hal tersebut, penulis mengkaji 
perdebatan yang ada hingga hasil akhirnya dengan teori implementasi 
kebijakan publik Model Ripley dan Franklin, yang mana kita dapat melihat 
keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dengan tiga poin penting, yakni 
tingkat kepatuhan pada ketentuan yang ada, lancarnya pelaksanaan fungsi 
kebijakan, dan terwujudnya dampak dan manfaat yang dikehendaki. 
Sayangnya, kebijakan yang dikaji oleh penulis hanya memenuhi satu dari tiga 
poin penting dari model tersebut, maka urgensi diadakannya evaluasi 
kebijakan pembebasan visa sangat tinggi. Hingga hari ini Joko Widodo selaku 
Presiden Republik Indonesia hanya memberi janji terkait evaluasi kebijakan 
pembebasan visa kunjungan, namun sangat disayangkan karena hal tersebut 
tak kunjung terealisasi hingga akhir kepengurusannya saat ini.  
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